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Ketika terjadi perubahan sistem pem'erintahan

. kan sistem pemerintahan daerah. Sebagaimana di

" ketahui pemerintahan pada era Orde Bara memang

‘dengan sengaja memilih model otoritarian bukan
saja karena riil pemegang kekuasaan adalah elite
militer, tetapi lebih dari itu pemerintah berasumsi
pembangunan yang berorientasi pertumbuban
tidak alcan efektif _]lka tidak ada stabilitas politik.
Untuk membel ikan garansi terciptanya stabilitas
nasmnal mika pemcnmah perlu bertindak tegas
dengan menerapkan pende}cazan keamanan yang
represif dan sentralistik, _

- Pilihan politik seperti itu kemudian meng-
kondisikan negara tampil begitu kuat, dominan,
dan hegemonik, sementara masyarakat menjadi
}emah Negara mempunyai otonomi relatif yang
tinggi terhadap kelompok-kelompok dan masyara-
kat pada umumnya. Negara di sini termanifestasi
pada lembaga kepresidenan, jajaran ckselutif
pemerintahan di bawahnya, birokrasi pemerintah,
dan militer. Sedangkan masyarakat termanifestasi
pada partai politik, organisasi massa, kaum profe-
sional, asosiasi-asosiasi, dan rakyat pada umum-
nya.,

Negara sepantiasa mampt mengendalikan
masyarakat dalam segala hal yang berkaitan de-
ngan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial,
dan kebudayaan. Oleh karena itu, fenomena apa
pun yang terjadi dalam masyarakat senantiasa
beskaitan dengan peran negara yang dominan.
Melalui mesin birokrasi yang sentralistik dan
penggunaan militer sebagai instrumen negara,
pemerintah dengan efeltif merealisasikan ke-
hendaknya lewat program pembangunen, Negara
melakukan apa saja, mulai dari hal yang kecil-
kecil hingga yang besar, dari hal yang teknis hing-

konstruktif hingga destruktif,

Sejak berakhirnya pemerintahan Osde Baru,
pilihan model pemerintahannya bergeser ke arah
model sistem pemerintah demokrasi, den pen-

N dekatan sentrahsnk berubah menjadi desentral»
dari oforitarian sebagaimana era Orde Baru ke '~ j
pemerintahan demokratis, Indonesia pun kemudi-
an memasuki babak baru dalam menyelenggara-
dimulm di Indonesia. Pembahan sistem pemlhh—

isasi, Melah pcmberlakuan Undanw-UndanG

'Nomor 21 Tahun 2001 teniang Otonornl Dae;ah

an ymum di mana presiden hingga kepala dae-
rah dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin
meningkatkan denyut demokratisasi di Indonesia.
Demokratisasi kemudian tidak hanya berlangsung
di tingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah
di Indonesia. Pemilihan kepala daerah  secara
_izmgs'ung diselenggarakan menandal era. baru
demokratisasi di dasrah. Kompetisi politik dalam
penentuan kepala pemerintahan di daerah, di
tingkat propinsi dan kabupaten, diselenggarakan
secara demokratis. Dengan itu kemudian muncul
elit-elit baru di daerah dari beragam partai politik
menandai berkembangnya kepemimpinan politik
baru sangat beragam berasal dari berbagai latar
belakang partai politik.

Akan tetapi setelah berlangsung lebih kurang
10 tahun, proses demokratisasi di daerah memun-
culkan persoalan baru yang secara substantif jus-
tru bertentangan den gan nilaj demokrasi itu sendi-
1i. Salah satu yang paling menonjol adalah gejala
menguatnya etmosenirisme dan etnopolitik ber-
samaan dengan berlangsungnya otonomi daerah,
Pemzhaman otonomi daerah oleh elite dan juga
warga masyarakat di daerab ternyatz lebih banyak
terdistorsi oleh berkembangnya kepentingan pri-
mordialistik. Bukan bagaimana memanfaatkan
kewenangan otoritatif itu sebagai wahana demo-
kratisasi di segala bidang yang berorietnasi pada
efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan
bersama.

Otonomi Daerah jugamembawa dampak serius
terhadap semakin menonjolaya praktik politik
identitas yang merujuk pada etnosentrisme, Bagi
sebagian elite daerah Otda diinterpretasikan se-

e G SERL OIS dan babkan-dari sesuatu-rang bersifat-— bugrtketo s a T T R e e AT TS b Serdir

atas dasar sentimen etnis. Oleh karena i, ketika
Otonomi Dacrzh digelindingkan, isu putra daerah
menjadi lebih ditonjolkan intuk menduduki jabat-
an politik. Semakin terasakan misalnya di jajaran
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birokrasi pemerintahan, ectnosentrisme sangai
menonjol dalam pengisian eselonisasi. Bahkan
di beberapa daeral etnosentrisme ifu ditetapkan
melahii peratiuran perundangan.
Tulisan singkat ini akan mencoba memberi-
kan eksplanasi dan analisis semakin menguatnya
'gejala etnosentrisme dalam pelaksanaan otonomi
daerah, dan bagairana dinamika pertarungan elite
* lokal dalam memperebutkan kekuasaazn. Lebib

2 e e s e EINDSERtRISME

. Apa itu etnosentrisme? Dalam kajian itmu so-
sial etnosentrisme telah mendapat perhatian dari
berbagai akademisi untuk mencari rumusan kon-

septualistiknya. Kata etnis menjadi suatu predikat
terhadap identitas sescorang atau kelompok atau
individu-individu yang menyatukan diri dalam
kolektivitas (Rex, 1994: 8), Karakteristik vang
melekat pada satu kelompok ctnis adalah tum-
buhnya “perasaan dalam satu komunitas™ (sense
of community) di aniara para anggotanya se-
hingga terselenggaralah rasa kekerabatan. Dalam
identifikasi kelompok etnis, mempunyai dua pan-
dangan pengertian yaitu (1) sebagai sebuah unit
obyektif yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat
budaya seseorang; atau (2) hanya sekadar produk
pemikiran seseorang yang kemudian menvata-
kannya sebagai snatn kelompok etnis tertentn
{Nangen, 1994: 13).

Dalam tradisi kajian akademik, usaha untuk
menjelaskan konscp etnisitas dapat divrai mela-
lui dua perspektif, yaitu perspektif esensialis dan
konstruktivistik. Dalam pandangan esensialistik,
konsep etnisitas dipahami sebagai entitas yang
tetap, baku, dan berorientasi pada karaleter biolo-
gis. Apa yang disebut oleh Clifford Geertz (1973)
dalam bukunya The Tnterpretation of Culture, se-
bagai “primordial” merujuk pada anggapan bahwa
etnisitas adalah sebuah identitas yang telah dibawa
seseorang sejak Iahir. “Primordial” merupakan
sesuatu yang bersifat askriptif dan melekat pada

lanjut juga akan dibahas bagaimana implikasi
etnosenitisme itu terhadap kesejahteraan rakyat,
atau jangan-jangan hanya menguntungkan elite
lokal dengan menggunakan kekuzsaan sebagai
instrtumen untuk mengakses sumber-sumber
ekonomi.

Minang, orang Melayu, orang Minahasa, orang
Dayak, orang Bali, orang Ambon, orang Buion,
orang Serui, orang Aceh, orang Papua dan sete-
rusnya (Tirtosudarmo, 2007: 142-143), 7

Perspektif  esensialisme  mengasumsikan
bahwa kata-kata memiliki acuan tetap dan kate-
gori sosial mencerminkan identitas esensial yang
melandasinya. Berdasarkan pemahaman ini akan
ditemukan suatn kebenaran tetap dan esensial,
misainya berupa feminitas atau identitas kulit hi-
tam (Barker, 2000: 20).

Sedangkan perspeltif konstruktivistik berang-
gapan bahwa melihat konsep etnisitas sebagai se-
suatu yang bisa berubah dan tidak menetap, Bagi
penganut persepektif ini, identitas etnik bersifat
situasionial dan bisa seliap saat bergeser atau ber-
ubah jika situasi atau konteks sosialnya berubah
(Hall, 1996). Jadi identitas etnik menurut pers-
pektif konstruktivistik bersifat cair (fwid). Oleh
karena itu identitas merupakan sesuatu yang bisa
dikonstruksi dan disesuatkan dengan kebutuh-
an. Sebagai contoh, seorang yang berasal dari
Sulawesi Selatan yang di kampung halamannya
tidak permah memperscalkan identitas etniknya,
begiti berada di Sabah karena harus bekerja sege-
ra bisa menangkap kebutuhan demi survival-nya
untuk menyebut dirinya sebagai orang Melayu.

Jika menggunakan dua konsep tersebut, maka
para elite lokal lebih suka memahami etnis dari
perspektif esensialistik, Para elite memanipulasi

stiap orang. Meskipun semua adalah orsng In-
donesia, masing-masing tetap memiliki identitas
primordialnya sebagai orang Jawa, orang Sunda,
orang Datak, orang Bugls, orang Madura, Orang

etiis sebagai instrumen untuk mencapai tujuan
meraih keluasaan. Oleh karena itu tidak meng-
herankan jika setiap kali Pemilukada, mereka
senantiasa menggunakan jahur primordial sepert
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“klen-klen ‘keluarga dan .kesamaan -emis untuk

- menggalang solidaritas demi perolehan dukungan -

politik.. Demikian pula ketika pemiln legislatif;

para calon anggota legislatif’j ustry menggunakan
jatur pnmordlal itu ketimbang ideologi partai de- .-
-‘ngan berorientasi pada program. Inilzh sebabnya .-

“anggota legislatif tingkat daerah banyak juga yang

‘berasal dari partai-partai kecil. Meskipun mereka .
. berasal dari partai kecil, tetapi karena mereka ber-
.- asat:dari klen keluarga yang besar maka mereka '_

g berhasai menjadi anggota DPRD, -

otonomx lebih terasa lagi di ‘daerah-daerah yang
sentimen sukunya masih tinggi seperti Papua.
Sebagai ilustrasi misalnya Kabupaten Wamena,

di sana ketika Otonomi Khusns (Otsus) diber- -

lakukan, fenomena etmosentrisme semaldn kuat.
Otsus teryata membuka peluang lebar-lebar bagi

fpuiera daerah” untuk menduduki jabatan-jabat-

. Melzmahkan Parpol

Fenomena etnesentrisme itu kemudxan memnti-
liki implikasi politik terhadap - semakin tidak
berdayanya partai politik. Padahal keberhasilan
‘sebuah negara dalam menuju transisi demokrasi
sangat dipengaruhi oleh berdaya tidaknya Parpol
dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Akan tetapi
sebegitu jath parpol kita masih belum menun-
Jjukkan kinerjanya yang bagus dalam menjalankan
fungsi tersebut karena etnosentrise, sehingga par-
pol kurang aspiratif terhadap tuntutan rakyat, ka-
derisasi pun kurang berjalan dengan baik.

Schagai ilustrasi misalnya, seringkali dalam
proses seleksi calon pemimpin daerah parpol-
parpol kekurangan kader dasi lingkungan internal
parpol sendiri. Akibatnya, harus mendatangkan
kader dari Ivar melalui proses tawar-menawar
politik yang adakalanya diwarnai oleh nuansa da-
gang politik. Bahkan, oleh karena parpol dalam
Pilkada sekarang ini menjadi kendaraan utama
untuk mengusung pemimpin pemerintah daerah,

an penting dalam- birokrasi pemeriniahéﬁf-ldkal.
Konsep “putera daeral™ di sini lebih lekat dengan

- nuansa-etnis yang dipahami secara esensialistik.
‘Di Wamena, putera daerah itu diartikan sebagai

pendudulc asli atau suku-sukn yang berada di lem-
‘bah Baliem: Pada masa sebelumnya Otsus, mxsal—
nya, hampir seluruh kepala dinas pendatang, tetapi
setelah Otsus seluruh kepala dinas adalah ‘putera
daerah yang bernuansa etnis, Hampir semuza kepa—

“la (,aerah dl Papua pada era Otsus adaia‘s putera
: jdaerah o :
““Kentalnya: nuangsa: einc—senmsmc c}alam era

pemekaran w:iayah yvang semula d1haxapakan
mendekatkan masyarakat pada proses kebijakan,
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pe-

- ningkatan kescjahteraan masyarakat, tetapi dalam

realitasnya tidak membawa perubahan yang sig-
aifilcan.

an yang baik, tetapi semata-mata karena kuat se-
cara ekonomi, Dengan kata lain, model seperti itu
sangat membuka peluang bagi terjaringnya calon
pemimpin daerah yang kurang berkualitas,

Proses seleksi calon pemimpin daerah yang
tidak fair di tingkat birokrasi Parpol, menyebab-
kan rakyat dacrah akan dipaksa untuk memilih
calon pemimpin yang kurang berkualitas, Rakyat
senantiasa disodori oleh sosok yang kurang kapa-
bel, sehingga jika dilihat dari upaya membangun
demokrasi secara substansial sebenamya meng-
alami kerugian,

Mengapa fenomena seperti itu sering muncul,
salah satu sebabnya adalali kegagalan parpol
dalam menjalin komunikasi dengan rakyat mela-
lui berbagai rangkaian kegiatan yang berorientasi
terhadap upaya menyelesaikan berbagai persoalan
riil dan aktual rakyat. Sebagai indikator misalnya,
sangat terasa bahwa sekretariat parpol di berbagai
tingkatan, termasuk parpol besar kurang berde-

parpol-secara-sengnin-renual kepady et dur
putra daerah. Akibatnya para calon pemimpin
daerah yang diajukan tidak selalu sosok yang
mempunyai kemampuan manajemen pemerintah-

Dy, Sekretariatnya panya ramal jika aken men-
Jelang kongres atau jika menjelang Pemiku.

Oleh karena itu, sekarang ini merupakan
momentum yang baik bagi parpol untuk meng-
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- aktifkan sekretariat parpol di berbagai level. Pro-
.-ses ini akan menjadi-walana yang sangat bagus
cuntuk melihat siapa kader-kader politik yang baik
.dan potensial untuk menjadi pimpinan, baik un-
- tuk kalangan internal partai maupun untuk jajaran
~pemimpin . pemerintahan.
.di-lingkungan birokrasi parpol sendiri yang me-
- nyangkut calon pemimpin daerah, seharusnya juga
‘lebih bersifat demokratis. Kebijakan DPP Parpol
. 'yang -seringkali bertentangan dengan.kehendak
- pengurus daerah, scharusnya perlu diminimali-
. sir, sebab jika masil ada cara-cara seperti harus

Berbagai - kebijakan

e s e = Politik Representasi

Dalam era otonomi daerah juga ditandai
munculnye praktik politik representasi oleh ka-
langan elite politik lokal. Dalam kajian akademik,
representasi sosio-kuliural, politik, dan bahkan
realitas sosial itu sendiri merupakan realitas yang
dikonstruksikan oleh scbuah kelmatan dominatif.
Asumst inilah yang juga digunakan untuk melihat
berbagal fenomena politik vang kemudian mela-
hirkan tawaran konsep politik representasi.

Sebagai ilustrasi misalnya, {fenomena marak-
nya para elite politik yang sering mengklaim atas
nama rakyat ketika berkampanye, padahal untuk
diri mereka sendiri; para pejebat pemerintah yang
menawarkan program Kkerja yang mengatasna-
makan demi kepentingan rakyat, padahal demi
kepentingan akses proyek untuk kepentingan di-

‘Tinya sendiri atau kelompoknya, adalah beberapa

conioh beroperasinya praktik politik representasi.
Bahkan para elite politik ketika ingin memenuhi
ambisi politiknya, dalam memobilisasi massa
pun bersifat artificial, dalam arti membuat massa
bayaran. Demikian pulan unjuk rasa yang meng-
alami komodifikasi dalam mengartikulasikan
tuntutannya, semua itu merupakan praktik politik
represeniasi.

Perianyaan kritls dapat digjukan terhadap
fenomena politik representasi dalam era otonomi
daerah. Dalam melibat situasi demo}cxam dalam
Indonesia kontemporer, inikah yang dinamakan
demokrasi? Apakah aspirasi rakyat selalu direpre-
sentasikan oleh kaum elite atau mereka vang sela-

mendapat rekomendasi DPP misalnya, maka fakia
semacam itu adalah kontra produktif untuk men-
jadikan Parpol sebagai wahana bagi ber;aiannya
proses demokrasi yang lebih substansial.-
Semuanya mesti diserabkan melahsi mekanis~
me yang berproses dari bawah. Karena iny, survai
menjadi sangat penting untuk dijadikan. sehagal

‘cara umuk mencari input bagi lxebuakan partai.

Liebih dari itu, hasil survai juga sangat penting un-

-tuk mengetahui apa saja yang diperlukan rakyat,

sehigga hasil semacam itu sangat bagus untuk
mepyusun program dan tawaran altematxf Parpol
secara kontinyu :

Iu mengatasnamakan rakyat? Tidak adakah roang
bebas bagi rakyat untuk bersuara? Perubahan so-
sial merapakan pertarungan wacana, pemenang-
nya adalah para elite karena merekayang mengua-
sai sumber-sumber daya ekonomi politik. Namun
perubahan sosial adalah kehidupan sehari-hari se-
hingga wacana yang harus dihadirkan dalam per-
tarungan adalah wacana awam. Perubahan sosial
harus dilakukan menghadirkan wacana subaltern,
bukan hanya menghadirken wacana elite yang
cenderung bias the will to power, akiivis vang
bias proyek, dan pengamat vang bias popularitas
media. Perubahan sosial harus menghadirkan wa-
cana kaum yang terpinggirkan dan selalu direpre-
sentasikan stakeholders. .
Akan tetapi pada kenvataanya tidak demikian,
yang terjadi justru pada era otonomi daerah poli-
tik representasi semakin marak. Elite lokal ketika
memerlukan dulungan politik, senantiasa meng-
klaim bahwa semua itu demi kepentingan rak-
yat, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan
diri sendiri. Perilaku semacam itu dengan mu-
dah dapat dilihat pada maraknya baleho-baleha,
spanduk-spanduk, atay papan reklame lain yang
senantiasa memajang foto elite daerah yang berisi
pernyataan bahwa semua program dan kebija-

kannya adalah demi kepentingan rakvat. Padahal

dalam banyak kasus justru sebaliknya, semua itu
hanya sekadar dalih untuk memenuhi kepenting-
annya sendirl. Kasus-kasus begitn banyaknya
elite lokal yang terkena kasus korupsi, mereka itu
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ketika masih menjadi pejabat publik sering mengobral janji atas nama rakyat, < e :

Oleh karena itu tepatlah kata Richard Robinson bahwa dalam era reformasi sekarang im aktor-aktor
politik baru menjadikan negara sebagai sasaran penjarahan atau sapi perah, Pusai-pusat kekuasaan
dan aset-aset ekonomi menjadi rebutan di antara mereka, Bagi-bagi kekuasaan adalah menu politik
mereka, dan ini terjadi tidak hanya di pusat pererintahan, tetapi juga di daerah-daerah memanfaatkan

e

era otonont daerah.

Prp—— E(nnstrukiwlsilk

Mencermati fenomena etmosentrisme da_n et-
nopolitik dalam era otonomi daerah, seharusnya

- sudah mulai periu dikembangkan wacana alter-

natif yang memahami etnis dari perspektif kons-
trukvistik. Pandangan semacam ini sangat pas
untuk membangun masyarakat Indonesia yang
heterogen. Konsepsi etnisitas yang geneologis
perlu diganti dengan konsepsi konstruktivistik
schagaimana yang dikatakan Hall yang lari dari
implikasi rasis. Sebagaimana Hall mengatakan
bahwa istilah etnisitas mengakui adanya tem-
pat sgjarah, bahasa dan kebudayaan dalam kon-
struksi subyektivitas dan identitas, dan juga fakta
bahwa semua wacana ditempatkan , diposisikan,
disituasikan, dan semua pengetahuan adalah kon-
tekstual,

Masyarakat Indonesia dalam mengkonstruksi
identitasnya juga perlu bergeser dari konsepsi
identitas yang bersifat esensialistik menjadi
konstruktivistik. Artinya identitas tidak bersifat
menetap tetapi merupakan identitas yang terbuka,
dinamis, dan cair. Sebagzimana dikatakan oleh
Giddens, yang mendiskripsikan identitas sebagai
suatu proyek. Dengan argumen ini ia mengartikan
bahwa identitas adalah suatu yang kita ciptakan,
sesuatu yang sanantiasa berproses, yang terus
maju ke depan daripada tetap. Konstruksi identi-
tas seperti itulah yang akan sesuai dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang demokratis sekarang
maupun masa mendatang. Sebuzh identitas yang
terbuka dan mencair, bukan identitas beku yang
bersandar pada sentimen primordial yang ber-
surnber dari paham etnosentrisme.
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